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ABSTRAK 

KOORDINASI PENGAWASANIPENGELOLAAN TAMBANG EMAS 

ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN 

Oleh  

 

RIZKI DELI WARLISTIANA 

 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan 

pertambangan di kabupaten sudah tidak ada lagi. Eksplorasi dan eksploitasi 

tambang emas berhubungan dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup. 

Kegiatan usaha pertambangan emas ilegal rentan terjadinya dampak kerusakan 

lingkungan karena banyak galian-galian raksasa, galian berupa sumur dan 

pembuangan limbah merkuri ke aliran sungai. Berdasarkan fakta dilapangan 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan bagaimana koordinasi 

antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan apa implikasi 

dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan yang rusak 

akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan.  

PendekatanImasalahIyang digunakan dalamIpenelitian ini adalah pendekatan 

normatif empiris. PendekatanItersebutIdilakukanIdenganIcaraImendeskripsikan 

dan menganalisis dariIhasilIyangIdidapatkan oleh peneliti, baikIdariIhasil 

wawancara, studi kepustakaanImaupun dengan menganalisis dataIyang 

didapatkan oleh peneliti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintah daerah dalam upaya 

pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah 

diantaranya Dinas EnergiIdanISumberIDayaIMineral, IDinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Lampung danIDinas Lingkungan Hidup KabupatenIWay Kanan rupanya 

hingga kini belum terlaksana dengan baik yang berakibat keruskaan lingkungan 

yang terbengkalai. Keterbatasan aturan yang membuat dinas terkait menjalani 

proses pengawasan dan tindak lanjut dalam menangani kasus kerusakan 

lingkungan akibat usaha pertambangan. Implikasi dari lemahnya pengawasan 

instansi terkait adalah banyaknya kerusakan lahan yang berupa galian-galian 

raksasa, lubang seperti sumur yang dalam, hingga kerusakan sungai yang sudah 

tidak layak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta tidak adanya kepastian 

hukum. Adapun saran dari peneliti adalah dikembalikannya pembagian 

kewenangan di ranah Kabupaten Way Kanan dalam hal menjalankan fungsi 

pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan hidup dan tugas pembatuan 

yang seharusnya diberikan oleh pusat ke Pemerintah daerah Provinsi maupun 

Pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga tanggung jawab dapat di emban oleh 

pemerintah yang diberikan oleh tugas pembantuan. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Tambang Emas Ilegal 
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ABSTRACT 

COORDINATION OF ILLEGAL GOLD MINING SUPERVISION AND 

MANAGEMENT IN WAY KANAN DISTRICT 

 

By 

 

RIZKI DELI WARLISTIANA 

 

With the enactment of Law Number 3 of 2020, the mining authority in the district 

no longer exists. Exploration and exploitation of gold mines is related to the 

concept of environmental management. Illegal gold mining business activities are 

vulnerable to the impact of environmental damage due to the large number of 

giant excavations, excavations in the form of wells and the dumping of mercury 

waste into rivers. Based on the facts in the field, researchers are interested in 

examining the problem of how the coordination between the provincial and 

district governments is and what are the implications of weak local government 

supervision on environmental damage due to illegal mining in Way Kanan. Area. 

The problem-solving approach used in this study is an empirical normative 

approach. This approach is done by describing and analyzing the results obtained 

by researchers, both from interviews, literature studies and by analyzing data 

obtained by researchers. 

The results showed that the coordination of the local government in monitoring 

efforts that should have been carried out by local government agencies, including 

the ESDM Office, the Lampung Province Environmental Service and the I Way 

Kanan Regency Environmental Service, did not run well. done properly, resulting 

in negligible environmental damage. The limitations of these regulations make the 

relevant agencies undergo a process of supervision and follow-up in handling 

cases of environmental damage due to mining businesses. The implication of the 

weak supervision of related agencies is the amount of land damage in the form of 

giant excavations, holes such as deep wells, to damage to rivers that are no 

longer suitable for daily needs and the absence of legal certainty. The suggestion 

from the researcher is the return of the division of authority in the realm of Way 

Kanan Regency in terms of carrying out the function of supervision and control of 

environmental conservation and petrification tasks that should be given by the 

center to the Provincial and Regency / City Governments. City Government so 

that these responsibilities can be carried out by the government given by the co-

administration task. 

 

Keywords: Supervision, Management, Illegal Gold Mine 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

IndonesiaImerupakanINegaraIyang kaya akan sumberIdayaIalam. 

Banyak sumberIdayaIalam yang terkenal di Indonesia berupa tambang 

mineralIdi ekspor ke luar negeri. Namun dibalik terkenalnya produk dan 

ekspor bahan-bahan tambang di Indonesia, termasuk sumbangan yang 

cukup besar terhadap pendapatan Negara, terhadap fakta yang marak saat ini 

bahwa Indonesia adalah tempat yang ramai dengan pertambangan ilegal 

yang dilakukan oleh rakyat dengan cara yang tidak beraturan dan dapat 

merusak lingkungan di sekitar kegiatan pertambangan. 

Berdasarkan PasalI33IayatI (3) IUndang-UndangIDasarI1945Iyang 

berbunyi “bumi, IairIdanIkekayaanIalamIyangIterkandungIdidalamnya 

dikuasaiINegaraIdanIdipergunakanIuntukIsebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

PertambanganIMineralIdanIBatubara, mengingat mineralIdanIbatubaraI 

sebagaiIkekayaanI alamI yangI terkandungI diI dalamI bumiI merupakan 

sumber daya alam yangItidak terbarukan, pengelolaan perlu dilakukan 

secaraIoptimalI, efisien, transparan, berkelanjutanIdanIberwawasan 
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lingkunganIsertaIberkeadilanIagarImemperolehImanfaat sebesar-besarnya 

bagiI kemakmuranI rakyatI secaraI berkelanjutan. 

Pertambangan minerba di Indonesia diawali dengan terbitnya UU No. 

11I TahunI 1967I tentangI Ketentuan-KetentuanI PokokI Pertambangan, 

kemudian pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 4ITahunI2009 sebagai 

penggantiIUUINo. I11ItahunI1967IyangImenandai masuknyaIeraIbaruIdi 

sektorIpertambanganUminerba. SalahUsatuUyangUmenjadiUhal utama 

perubahanUtersebutUadalahUpembagianUkewenanganUantaraUpemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotaUyangUturut 

memperkuatUtujuanUotonomiUdaerah. 

Perwujudan desentralisasi di bidang pertambangan Minerba tertuang 

dalam Pasal 140 UUUNo. U4UTahunU2009UTentangUPertambangan 

MineralUDanUBatuUBaraUmenerangkanUbahwa fungsi pengawasan 

terhadapUkegiatanUusahaUpertambanganUminerbaUselaras dengan sistem 

desentralisasiUdanUotonomiUdaerah, dimanaUdesentralisasiUmerupakan 

pengotonomian, UyakniUprosesUmemberikanUotonomi kepada masyarakat 

dalamUwilayahUtertentu. Menurut Gerald S Mayor, bahwaUdesentralisasi 

danUotonomiUdaerahUmerupakanUdua sisi dari mata uang.
1
 Sejak 

penetapan UUUNo. 23 Tahun 2014 TentangUPemerintahUDaerah, urusan 

pemerintahanUdi bidangUenergiUdanUsumberUdayaUmineral tidak lagi 

menjadiUkewenanganUpemerintahUkabupaten/kota, melainkan beralih 

padaUtingkatUprovinsi, sesuai dengan PasalU14Uayat (1) UU No. 23 

Tahun 2014, yaitu “penyelenggaraanUurusanUpemerintahan bidang 

                                                 
1
 Hakim Lukman, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 

hlm. 31 
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kehutanan, Ukelautan, UsertaUenergiUdanUsumber daya mineral dibagi 

antaraUPemerintahUPusatUdanUPemerintah Provinsi”.  

Lingkungan hidup sangat berkaitanUerat denganUmanusia karena 

merupakan kesatuan sistem ekologi yang sangat terikat. Berdasarkan 

pendapat ahli S.C. Utami Munandar dalam buku Sarwono, yaitu ditinjau 

dari aspek manapun manusia berada dalam lingkungan tertentu dan ada 

hubunganUtimbalUbalikUantaraUperilakuUmanusiaUdengan lingkungan 

nya, dalam hal ini lingkungan hidupUberpengaruh terhadap manusia, dan 

sebaliknya, sikap dan perilaku manusia juga mempengaruhi lingkungan 

hidupnya. Optimalisasi penggunaan sumber daya alamUharusUdicapai 

denganUmempertimbangkanUaspekUekonomi, kelestarianUlingkungan, 

nilaiUpotensiUkesesuaian lahan, danUjuga konsistensiUdemiUtercapainya 

pembangunanUyangUberkelanjutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan 

tidak hanya berpotensi besar terhadap kelangsungan hidup manusia saat ini, 

tetapi juga mengancam kelangsungan kehidupan manusia yang akan datang. 

Masyarakat Indonesia tertarik dengan penambangan emas yang 

dilakukan secara ilegal karena dapat memberikan pendapatan yang lumayan 

besar dalam menopang kehidupan masyarakat disekitar tambang. Namun 

terkait hal tersebut, dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang 

emas disekitar lingkungan masyarakat Way Kanan, masyarakat tidak 

memiliki pengetahuan dan peralatan yang baik dalam melakukan kegiatan 

penambangan emas sehingga berdampak buruk pada lingkungan disekitar 

lokasi penambangan. Faktor penyebab masalah lingkungan hidup terjadi 

karena beberapa hal seperti kegiatan manusia (Antropogenik) ataupun faktor 



4 

 

 

 

alam itu sendiri (Geologis), kegiatan manusia sering menjadi penyebab 

permasalahan lingkungan seperti pertambangan, industri, pertanian, relokasi 

penduduk, juga peristiwa alam (bencana alam) yaitu gempa bumi, gunung 

meletus, dan tsunami. Pada permasalahan lingkungan hidup antropogenik 

semakin besar dan tingginya kegiatan yang dilakukan manusia maka sejalan 

dengan kemajuan teknologi dan budaya yang dicapai maka berpengaruh 

besar pula kemungkinan terjadinyaUpencemaranUdan/atau kerusakan 

lingkunganUhidup, karena lingkungan juga mempunyaiUketerbatasan 

kemampuan  untuk menerima perubahan-perubahan, batas kemampuan 

lingkungan untuk menerima perubahan yang disebut dengan daya dukung 

lingkungan (Environment Carrying Capacity).
2
 

Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan rakyat Indonesia harus 

memiliki izin yang di tujukan untuk kepentingan bersama. Dimana, izin 

juga berfungsi dalam penyelidikanUumum, eksplorasi, studi kelayakan, 

kontruksi penambangan, eksploitasi, pengangkutan, serta pascatambang. 

Dalam hal perizinan, persyaratanUadministratif, teknis, lingkungan 

danUfinansialUpemberian izinUusahaUpertambanganUeskplorasi mineral 

logam dan batubara harus dipenuhi sehingga aparatur pemerintah yang 

bewenang dapat mengawasi tindakan-tindakan dalam penambangan emas 

serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat 

dalam melakukan penambangan emas. 
3
 

                                                 
2
  MuhammadUAkib, HukumULingkungan: Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2016), hlm. 4. 
3
  KeputusanUmenteri ESDM RI nomor 1796 K/30/MEM / 2018 tentang pedoman 

pelaksanaanUpermohonan, evaluasi, sertaUpenerbitan izin di bidangUpertambanganUmineral dan 

batubaraU 
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Masalah yang ditimbulkan akibat penambangan emas berupa kerusakan 

lingkungan sekitar sehingga harus dikaji lebih lanjut mengenai eskploitasi 

tambang emas. Dengan diaturnya masalah lingkungan hidup, maka 

lingkunganU hidupU telahU menjadiU faktorU penentuU dalamU proses 

pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. 

PembangunanUtidakUlagiUmenempatkanUsumber daya alam sebagai 

modal, tetapiUsebagaiUsatuUkesatuanUekosistemUyangUdiUdalamnya 

berisiUmanusia, UlingkunganUalamUdan/atauUlingkungan buatanUyang 

membentuk fungsional, salingUterikat danUsalingUtergantungUdalam 

keteraturanU yangU bersifatU spesifik. Sedangkan perlindungan dan 

pengelolaanUlingkunganUhidup didefinisikanUsebagai upayaUsistematis 

danUterpaduUyangUdilakukanUuntukUmelestarikanUfungsi lingkungan 

hidupUdanUmencegahUterjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkunganU hidupU yangU meliputiU perencanaan, Upemanfaatan, 

pengendalian, Upemeliharaan, UpengawasanUdanUpenegakan hukum. 

PasalU12 ayatU1 Undang-UndangUNomorU32UtahunU2009 tentang 

PerlindunganUdanUPengelolaanULingkunganUHidupUmenegaskan bahwa 

pemanfaatanUsumberUdayaUalamUharus di lakukan berdasarkanUrencana 

perlindunganUdanUpengelolaanUlingkunganUhidupU (RPPLH), yang 

terdiriUatasURPPLHUnasional, provinsiUdankabupaten/kota. Pemanfaatan 

sumber daya alam iniUdilaksanakanUdenganUmemperhatikan daya 

tampungUdanUdayaUdukungUlingkunganUhidup. 

EksploitasiUtambang mineral logam berupa emas berhubungan erat 

denganUkonsepUpengelolaanUlingkunganUhidup, diUmana kegiatan usaha 
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iniUlebihUrentanUdenganUdampakU kerusakanU lingkungan karena 

banyaknya galian-galian besar dan pembuangan limbah merkuri yang di 

buang langsung ke sungai sehingga menrusak sungai. Kualitas hidup hewan 

sungai dan masyarakatpun ikut menurun akibat sungai yang rusak membuat 

air sungai begitu keruh dan merusak ekosistem hewan sungai.  

AbrarUSalengUmengemukakanUberbagaiUdampakUnegatifUkegiatan 

pertambanganUadalahUsebagaiUberikut:
4
 

1. UsahaUpertambanganUdalamUwaktuUrelatifUsingkat dapat mengubah 

bentukUtopografiUtanahUdanUkeadaanUmukaUtanah (land impact) 

sehinggaU dapatU mengubahU keseimbanganUsistemU ekologiUbagi 

daerahUsekitarnya. 

2. UsahaU pertambanganU dapatU menimbulkanUberbagaiUmacam 

gangguan, UantaraUlainUpencemaranUakibatUdebuUdanUasapUyang 

mengotoriUudaraUdanUair, UlimbahUair, UsertaUbuanganUtambang 

yangUmengandungUzat-zatUberacun. 

3. PertambanganUyangUdilakukanUtanpaUmengindahkanUkeselamatan 

kerjaUdanUkondisiUgeologiUlapanganUdapatUmenimbulkanUtanah 

longsor, UledakanUtambang, UkeruntuhanUtambang, UdanUgempa 

Keterbatatasan fungsiUpengawasanUyangUdimilikiUpemerintah 

daerahUkabupaten/kota, UtidakUhanyaUberhenti padaUUUUNo.23 Tahun 

2014, Utetapi kini berlanjutUdenganUadanyaUUndang-Undang Nomor 3 

TahunU2020UtentangUPerubahanUatasUUndang-UndangUNomor 4 Tahun 

2009UtentangUPertambanganUMineralUdanUBatubaraUyang semakin 

                                                 
4
 Abrar saleng,  Hukum Pertambangan,  (Yogyakarta,UII Press, 2004) hlm. 117. 
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menghilangkanUeksistensiUsistemUdesentralisasiUdanUotonomiUdaerah 

terhadapUpenguasaanUminerba. Hal itu karenaUpenguasaanUminerba 

diselenggarakanUseluruhnyaUolehUpemerintahUpusat.  

Pemerintah Kabupaten Way Kanan sepenuhnya tidak memiliki 

kewenangan khusus dalam mengawasi kegiatan pertambangan di mana hal 

tersebut telah banyak merugikan masyarakat di sekitar areal pertambangan 

emas di sepanjang sungai way kanan. Dalam hal ini, pemerintah hanya 

dapat melakukan penyisiran oknum penambang ilegal yang dianggap tidak 

memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan emas. Belum ada 

tindakan efektif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan 

dalam menangani pengrusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan 

emas ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sepenuhnya 

tidak memiliki hak dalam pertambangan lagi. 

BerdasarkanUlatarUbelakangUtersebut, peneliti tertarik untuk menulis 

skripsi denganUjudul “Koordinasi PengawasanUPengelolaan Tambang 

Emas Ilegal Di Kabupaten Way Kanan”.  

  

1.2 RumusanUMasalah 

Berdasarkan latarUbelakangUyangUtelahUdiUtuliskan diatas, maka 

rumusanUmasalahnya sebagaiUberikutU: 

1. BagaimanakahUkoordinasi PemerintahUDaerahUdalamUpengawasan 

terhadap pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan? 

2. Apa implikasi dari lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah 

terhadap lingkungan yang tercemar akibat usaha pertambangan ilegal 

di Kabupaten Way Kanan? 
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1.3 TujuanUPenelitian 

BerdasarkanUrumusan masalahUdiatas, UmakaUtujuanUdari penelitian 

skripsi iniUadalahUsebagai berikut : 

1. UntukUmengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam 

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Tambang Emas Ilegal Di 

Kabupaten Way Kanan. 

2. Untuk mengetahui implikasi dari lemahnya pengawasan oleh 

Pemerintah Daerah terhadap lingkungan yang tercemar akibat usaha 

pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan. 

 

1.4 ManfaatUPenelitian 

1.4.1 ManfaatUdanUkegunaanUteoritisU 

Secara teoritis, hasilUpenelitianUiniUdiharapkanUdapatUmemberi 

manfaatUsebagaiUberikut : 

Dalam kasus pengelolaan tambang emas diUKabupatenUWayUKanan, 

penelitianU iniU diharapkanU dapatU memberikanU kontribusiU bagi 

pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan agar dapat mengkoordinasikan 

pengawasan mengenai pertambangan yang mengakibatkan pencemaran 

lingkungan. 

 

1.4.2 ManfaatUdanUKegunaanUPraktisU 

1. HasilUpenelitianUiniUdiharapkanUbermanfaat bagi pemerintah pusat 

dalam mengkaji Undang-UndangUNomorU3UTahunU2020Utentang 

PerubahanUatasUUndang-UndangUNomorU4UTahunU2009Utentang 

PertambanganUMineralUdanUBatubara yang membatasi kewenangan 
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pemerintahUdaerahUkabupaten terhadap kegiatan usaha pertambangan 

di wilayah otonomi. 

2. HasilUpenelitianUiniUjuga dapatUdigunakanUuntuk memberi masukan 

bagiUpemerintah daerahUdalam menegaskan kewenanganUpemerintah 

daerah kabupaten/kota berdasarkan UUUNo. U23UTahunU2014 

khususnya pada fungsiUpengawasan di wilayah otonomi usaha 

pertambangan.  
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BAB II 

TINJAUANUPUSTAKA 

 

2.1 PengawasanU 

2.1.1 PengertianUpengawasanU 

Konsep pengawasanUadalahUsegalaUusahaUatauUkegiatanUuntuk 

mengetahuiU danU menilaiU kenyataanU yangU sebenarnyaU mengenai 

pelaksanaanUtugasUdan kegiatan, Uapakah sudah semestinya atauUtidak.
5
 

MenurutU Dale, pengawasanU tidakU hanyaU melihatUsesuatuUdengan 

seksama dan melaporkan hasil kegiatan yang telah diawasi, tetapi juga 

mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan 

yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
6
 Dari konsep tersebut, peneliti 

berpendapat bahwasanya Pengawasan merupakan suatu upaya pemerintah 

dan aparaturnya dalam mengobservasi suatu permasalahan yang terjadi di 

suatu wilayah tertentu sesuai dengan daerah otonomnya. 

PengawasanUterhadapUsegalaUtindakanUpemerintah daerah termasuk 

jugaUkeputusanUkepalaUdaerahUdanUperaturanUdaerahUmemilikiUtiga 

sifatUyaitu
7
: 

                                                 
5
 Angger Sigit Pramukti Dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap 

Aparatur Negara, (Yogyakarta:  Pustaka Yustitia, 2016) Hlm 13-14 
6
 Dale, 2002, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja, (Jakarta : PT Elex Media 

Komputindo), hlm. 224 
7
 Soedjito, 1984, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, ( Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 11 
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a. PengawasanU prefentif yaituUpengawasanUdilakukanUsesudah 

keputusanUdaerahUditetapkanUtetapiUsebelumUkeputusan itu berlaku. 

b. PengawasanU represifU yaituU pengawasanU dilakukan sebelum 

keputusanUatauUperaturanUdaerahUtersebutUdikeluarkan atau di buat. 

c. PengawasanU umumU yaituU pengawasanU terhadap keseluruhan 

pelaksanaanU tugasU danU wewenangU pemerintahU daerah dan 

komponen-komponenUdalamUlingkunganUdepartemenUdalam negeri. 

 

2.1.2 Fungsi Pengawasan Dalam Pertambangan 

Sebagaimana ditetepkan dalamUpasalU4 Undang-UndangUNomorU3 

TahunU2020UtentangUPerubahanUatasUUndang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009UtentangUPertambanganUMineralUdanUBatubaraUmengenai fungsi 

pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu : 

1. MineralUdanUBatubaraUsebagaiUsumberUdayaUalam yang tak 

terbarukanUmerupakanUkekayaanUnasionalUdikuasaiUolehU negara 

untukUsebesar-besarnyaUkesejahteraanUrakyat. 

2. PenguasaanU MineralU danU BatubaraU olehU negaraU sebagaimana 

dimaksudUpadaUayatU (1) UdiselenggarakanUoleh Pemerintah Pusat 

sesuaiUdenganUketentuanUUndang-UndangUini. U 

3. PenguasaanUsebagaimanaUdimaksudUpadaUayatU (2) Udilaksanakan 

melaluiUfungsiUkebijakan, Upengaturan, Upengurusan, Upengelolaan, 

dan pengawasan. U 

Dari ketentuanUpasalU4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-UndangUNomorU4UTahunU2009Utentang 

PertambanganUMineralUdanUBatubaraUdiUatas, khususnya ayat (3) fungsi 
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pengawasanUdiselenggarakan olehUpemerintahUpusatUdanUpengaturan 

lebih lanjutnya terdapat dalamUpasalU140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentangU PertambanganU MineralU danU BatubaraU yaitu,  

“MenteriUmelakukanUpengawasanUatasUpelaksanaanUkegiatan usaha 

pertambanganUyangU dilakukanU olehU pemegangUIUP, UIUPK, UIUPK 

sebagaiUkelanjutanUOperasiUkontrak/perjanjian, UIPR, dan atau SIPB, 

izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP”u 

 

2.2 Koordinasi  

2.2.1 Pengertian Koordinasi 

Koordinasi merupakanusuatu haluyangusangatupentingudalam suatu 

tatanan pemerintahan, dimana koordinasi dapat menimbulkan suatu upaya 

hukum yang diperlukan tanpa adanya suatu aturan khusus yang 

mengaturnya. Koordinasi didefinisikanusebagaiuprosesupenyepakatan 

bersamausecaraumengikatuberbagaiukegiatanuatauuunsuruyanguberbeda-

bedausedemikianurupausehinggaudisisiuyangusatuukegiatanuatauuunsur itu 

terarahupadaupencapaianusuatuutujuanuyangutelahuditetapkanudan disisi 

lainu keberhasilanu kegiatanu yangu satuu tidaku merusak keberhasilan 

kegiatanuyangulain.
8
 Koordinasiudimaksudkan untuk menyerasikan dan 

menyatukan kegiatan yang sedang menjadi permasalahan. Suatuutindakan 

                                                 
8
 Ndraha dan Taliziduhu. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 

hlm. 294. 
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pelaksanaanu yangu terkoordinasikanu berartiu kegiatanu dari kelompok 

menjadi serasi, seirama danuterpadu dalam pencapaian tujuan bersama.
9
 

 

2.2.2 Koordinasi Pemerintah  

Koordinasi pemerintah merupakan suatu hal yang begitu penting dalam 

perihal ketatanegaan, dimana banyak sekali hal yang menjadi permasalahan 

akibat tidak adanya koordinasi antar pemerintah, contohnya pada 

pengaturan tambang mineral berupa emas yangutelahudiambilualih 

sepenuhnyauolehupusat, sehingga pemerintahudaerah telah kehilangan 

otonominya dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Berkasitan dengan pemerintahan, koordinasi pemerintah merupakan 

pengaturanuterhadapusetiapugerakudanukegiatanuhubungan kejra antara 

beberapaupejabatupemerintahubaikupusatumaupun daerah serta lembaga-

lembagaupemerintahuyangumempunyaiutugasukewajibanudanuwewenang 

yangusalinguberhubunganusatuusamaulain, udimana pengaturan bertujuan 

untukumencegahuterjadinyau simpangsiuru danutumpangutindihukegiatan 

yangu mengakibatkanu pemborosanu danu pengaruhu yangu tidakubaik 

terhadapusemangatudan tertibukerja. 

 

2.2.3 TugasuPembantuan 

Asasutugasupembantuanuberdasarkanupasalu1uangkau11uUndang-

UndanguNomoru23uTahunu2014uartiutugasupembantuanuadalah “Tugas 

Pembantuanuadalahupenugasanudariupemerintahupusat kepada Pemerintah 

DaerahuotonomuuntukumelaksanakanusebagianuUrusanuPemerintahan yang 

                                                 
9
Nurhidayat, M dkk. “Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP di 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2. 2013. 

Hlm. 154  
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menjadiu kewenanganu Pemerintahu Pusatu atauu dari Pemrintah daerah 

Provinsiu kepadau pemerintahu kabupaten/kotau kepada desauuntuk 

melaksanakanusebagianuUrusanuPemerintahanuyangumenjadiukewenangan 

DaerahuProvinsi”. uTugasupembantuanu (Medebewind) umemilikiutujuan 

untuku lebihu meningkatkanu efektivitasu danu evisiensi penyelenggaraan 

pembangunanusertaupelayananuumumuyanguditujukanukepadaumasyarakat 

danu pemberianu tugasu jugau bertujuanu untuku memperlancar pelaksanaan 

tugasudanupenyelesaianupermasalahanusertaumembantuumengembangkan 

pembangunanudaerahudanudesausesuaiudenganupotensi dan kekhasannya.
10

 

 

2.3 Pertambangan  

2.3.1 Pengertian Pertambangan 

Menurut pasal 1 Undang-UndanguNomoru3uTahunu2020utentang 

Perubahanu atasu Undang-Undangu Nomoru4uTahunu 2009 tentang 

PertambanganuMineral danuBatubarautentanguPertambangan dan Mineral 

danuBatubaraupengertianupertambanganuyaitu: 

“Pertambanganu adalahu sebagianu atauu seluruhu tahapanu kegiatan 

dalamurangka, upengelolaanudanupengusahaanumineraluatauubatubara 

yangu meliputiu penyelidikanu umum, u eksplorasi, u studiu kelayakan, 

konstruksi, upenambangan, upengolahanu dan/atauu pemurnian atau 

pengembanganudan/atauu pemanfaatan, u pengangkutanu dan penjualan, 

sertau kegiatanu pascau tambang.” u 

Sedangkanuabrar salengu menyatakanu bahwau usahau pertambangan 

padau hakikatnyau ialahuusahaupengambilanubahanugalianudari dalam 

                                                 
10

 Sadu Wasistiono, Etin Indrayani dan Andi Pitono, Memahami Asas tugas Pembantuan, 

(Bandung: Fokus Media, 2006) hal.2 
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bumi.
11

 uSelanjutnyaudalamuKamusuBesaruBahasa Indonesia, yang 

dimaksudu denganu menambangu adalahu menggaliu (mengambil) barang 

tambangudariutanah. Peneliti menyimpulkan bahwasanya pertambangan 

merupakan serangkaian kegiatan menggali dan mengambil sumber daya 

alam di dalam bumi yang memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan, 

baik bagi masyarakat maupun negara. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Tambang 

Indonesiau kayau akanu sumberudayaualamuterutama dari hasil 

pertambangannya. uJenis-Jenisubendauyangudisebutubarang tambang, 

dihasilkanudariupertambanganudiuIndonesiauantara lain jenis-jenis barang 

tambangusebagaiuberikut:  

1. Minyakubumi 

SalahusatuupertambanganuutamaudiuIndonesiauadalahuminyak bumi. 

Minyakubumiumenjadiusangatupentingukarenausebagian masyarakat 

Indonesiau bahkanu duniaumenggunakannyauuntuku bahanubakar 

kendaraan, uusahaurumahutanggauhinggauusahaulain. Sedikitusaja 

perubahanu hargau minyaku bumi, makauakanuberdampakupada 

kestabilan ekonomi. 

2. Batuubara 

Batuu barau terbentukudariu sisa-sisau tumbuhanuzamanupurbauyang 

akhirnyauterpendamudanumengendapudiudalamulapisan tanah hingga 

berjutaanutahun. uOlehu karenau itu, batuubaraujugaudisebutufosil. 

IndonesiaubanyakuterdapatubatuubarauterutamauwilayahuKalimantan. 

                                                 
11

 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta : UII Press, 2004) Hal. 90 
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Manfaatubatuubarauantaraulain, untukubahanubakaruusahaurumahan 

kecil, upenggantiukayuudanubahanubakarujangkaupanjanguPLTU. 

3. Timahu 

Timahu adalahu salahu satuu bahanu tambangu yangu sangatupenting. 

Timahujikausudahudiolahudapatudigunakanusebagaiukalengumakanan, 

pelapisubesiuagarutidakuberkaratudanudalamubentukulembaranutimah 

digunakanusebagaiupembungkusupermen, ucoklat, uhinggaurokok. 

4. Bijiubesi 

Barang-barangu dariu besiu yanguadau diurumahukitaupadau awalnya 

terbuatudariu biji-bijiubesiu kecilu yanguuakhirnyaudiolahumenjadi 

bongkahanubesiudanudicetakusesuaiukebutuhan. 

5. Bijiuemas 

Salahusatuujenisubarangutambanguutamauadalahuemas. Bahkanubisa 

dibilangusebagaiu cadanganukekayaanu suatuuNegara. Emasudibuat 

menjadiuperhiasanudenganu nilaiu jualu yangusangatu tinggi. Bahkan 

harganyaucenderunguterusumenanjak. Tidakujaranguemasudigunakan 

sebagaiuinvestasiujangkaupanjangu karenau memilikiu peluanguyang 

cukuputinggi. uEmasubanyakuterdapatudiupapuauyangupengolahannya 

diulakukanuoleh PT Freeport. 

6. Tembagau 

Tembagau banyaku sekaliu dimanfaatkanu dalamupembuatanualat 

instalansiu listriku sepertiu kabel, uperalatanuindustryukonstruksi, 

pembuatanukapalulautuhinggaupipauair.  
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7. Intanu 

Intanuadalahusalahusatu jenisubarangutambangu jenisubatuanuyangudi 

kenalu sangatu keras. Seringkaliuintanudipakaiuuntukumatauborusuatu 

mesinuselainudigunakanuuntukuperhiasanu denganu nilaiu jualuyang 

sangatutinggi. 

8. Nikelu  

Nikeluadalahulogamuyangu banyakupenggunaannyaudicampurudengan 

bijiubesiuagaru menjadiu tahanukaratudanumenjadiubaja, udicampur 

denganutembagauagarumenjadiukuninganu danuperunggu. Selainuitu 

nikelujugaudiugunakanuuntukumembuatumatauuangulogam. 

 

2.3.3 PengertianuKegiatanuUsahauPertambangan 

DalamuPeraturanuPerundang-Undangan Nomor 3uTahun 2020 tentang 

Perubahanu atasu Undang-Undangu Nomor u4u Tahunu2009u tentang 

PertambanganuMineraludanuBatubaraumengaturutentangupengretianuusaha 

pertambanganupasalu1uangkau (6) uyaitu : 

“Usahaupertambanganuadalahu kegiatanudalamurangkaupengusahaan 

mineraluatauubatubarauyangumeliputiu tahapanu kegiatanupenyelidikan 

umum, u eksplorasi, u studiu kelayakan, u konstruksi, u penambangan, 

pengolahanu dan/atauu pemurnianu atauu pengembanganu dan/atau 

pemanfaatan, upengangkutanudanupenjualan, usertaupascatambang. 

 

2.3.4 PengertianuPertambanganuIlegal 

Pertambanganu ilegaluatauu  pertambanganuutanpauizinuadalahu usaha 

pertambanganuyangu dilakukanu olehu perseorangan, usekelompokuorang, 
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atauuperusahaanuyayasanu berbadanu hukum, namunupengoperasiannya 

tidaku memilikiu izinudariuinstansiupemerintahusesuaiudenganuperaturan 

perundang-undanganuyanguberlaku. Denganudemikian, izinurekomendasi, 

atauubentuku apapunuyangudiuberikanukepadauperseorangan, sekelompok 

orang, atauuperusahaan/yayasanuoleh instansi pemerintahudiluar ketentuan 

peraturanuperundang-undangan yanguberlaku, dapat dikategorikanusebagai 

pertambanganutanpa izinuatau pertambanganuilegal. 

 

2.3.5 KewenanganuPemerintahuDiuBidanguPertambangan 

1. Kewenanganupemerintahupusat 

Kewenangan diubidang pertambangan kini sepenuhnya diambil alih ke 

pemerintahan pusat, Pasal 6uUndang-Undang Nomoru3 Tahunu2020 

tentangu Perubahanu atasu Undang-UndanguNomor 4uTahun 2009 

tentanguPertambangan Mineraludan Batubarausebagai berikut : 

(1) PemerintahuPusat dalamupengelolaan PertambanganuMineral dan 

Batubara, uberwenang : 

a) menetapkanurencanaupengelolaanuMineraludanuBatubara 

Nasional; 

b) menetapkanukebijakan Mineraludan Batubaraunasional; 

c) menetapkanuperaturanuperundang-undangan; 

d) menetapkanustandar nasional, upedoman, udan kriteria; 

e) melakukanupenyelidikan danupenelitian Pertambanganupada 

seluruhuWilayah HukumuPertambangan; 
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f) menetapkanuWP setelahuditentukan olehuPemerintah Daerah 

Privinsiusesuai denganukewenangannya danuberkonsultasi 

denganuDewan PerwakilanuRakyat RepublikuIndonesia; 

g) menetapkanuWIUP MineraluLogam danuWIUPuBatubara; 

h) menetapkanuWIUP Mineralubukan Logamudan WIUPubatuan; 

i) menetapkanuWIUPK; 

j) melaksanakanupenawaranuWIUPKusecarauPrioritas; 

k) Menerbitkanuperizinanuberusaha; 

l) Melakukanupembinaan danupengawasan terhadapupelaksanaan 

kegiatanuUsaha PertambanganuMineral danuBatubarauyang 

dilakukanuoleh pemeganguperizinanuberusaha; 

m) Menetapkanu kebijakanuproduksi, upemasaran, upemanfaatan, 

danukonservasi; 

n) Menetapkanu kebijakan kerjau sama, ukemitraan, udan 

PemberdayaanuMasyarakat; 

o) Melakukanupengelolaan danupenetapan penerimaanunegara 

bukanupajak dariuhasil UsahauPertambangan Mineraludan 

Batubara; u 

p) Melakukanupengelolaan informasiugeologi, informasiupotensi 

sumberdayau Mineralu danu Batubara, sertauinformasi 

Pertambangan; u 

q) Melakukanu pembinaanu danupengawasan terhadapureklamasi 

danupascatambang; 
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r) Melakukanupenyususnan neracausumbedaya Mineraludan 

Batubarautingkatunasional; 

s) Melakukanupengembangan danupeningkatan nilaiutambah 

kegiatanuUsahauPertambangan; 

t) Melakukanu peningkatanukemampuan aparaturuPemerintah 

Pusatudan PemerintahuDaerah Provinsi dalampenyelenggaraan 

pengelolaanuUsahauPertambangan; 

u) Menetapkanuharga patokanuMineral logam, Mineralubukan 

logamujenisutertentu, Mineraluradioaktif, danuBatubara; 

v) Melakukanupengelolaan inspekturutambang; dan 

w) Melakukanupengelolaan pejabatupengawasupertambangan; 

(2) KewenanganuPemerintah Pusatusebagaimana dimaksudupadauayat 

(1) dilaksanakanusesuai denganuketentuan peraturanuperundang-

undangan. 

(3) PemerintahuPusat menetapkanubatasan nilaiuinvestasi atauujumlah 

persentaseukepemilikan sahamubadan usahaupenanamanumodal 

asinguyang bergerakudibidanguPertambangan. 

2. Kewenanganupemerintahudaerahuprovinsi 

Pemerintahudaerah provinsiuhanya berwenangudalam pemberian 

Perizinan Berusaha atas delegasi dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut 

termaktub pada pasal 35 Undang-UndanguNomoru3uTahunu2020 

tentanguPerubahanuatas Undang-UndanguNomor 4uTahunu2009 

tentanguPertambangan Mineraludan Batubarausebagai berikut: 

(1) Perizinan berusaha dilaksanakanumelalui pemberian : 
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a. Nomoruindukuberusaha; 

b. Sertifikatustandar; dan/atauu 

c. Izin. u 

(2) Izinusebagaimana padauayat (2) hurufuc terdiriuatas : 

a. IUP; u 

b. IUPK; u 

c. IUPKusebagai kelanjutanuOperasi Kontrak/perjanjian; u 

d. IPR; u 

e. SIPBu 

f. Izinupenugasan 

g. Izinupengangkutan danupenjualan; 

h. IUJP; udan 

i. IUPuuntukupenjualan. 

(3) PemerintahuPusat dapatumendelegasikan kewenanganupemberian 

PerizinanuBerusaha sebagaimanaudimaksud padauayat (2) kepada 

PemerintahuDaerah provinsiusesuai denganuketentuanuperaturan 

perundang-undangan.  

3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kotau 

Dalamupasal 140uUU No. 4utahun 2009 pemerintah daerah di provinsi 

dan kabupaten/kotaumasih memiliki fungsiupengawasan sebagai 

berikut: 

(1) Menteriumelakukan pengawasanuterhadap penyelenggaraan 

pengelolaanuusaha pertambanganuyang dilaksanakanuoleh 

pengelolauusaha pertambanganuyang dilaksanakanuoleh 
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pemerintahuprovinsi danupemerintah kabupaten/kotausesuai 

denganukewenangannya. 

(2) Menteriudapat melimpahkanukepada gubernuruuntuk melakukan 

pengawasanuterhadap penyelenggaraanukewenangan pengelolaan 

dibidanguusaha pertambanganusebagaimana dimaksudupada ayat 

(1) yangudilaksanakan olehupemerintahukabupaten/kota. 

(3) Menteri, uGubernur, danuBupati/Walikota usesuaiudengan 

kewenangannyaumelakukan pengawasanuatas pelaksanaan 

kegiatanuusaha pertambanganuyang dilakukanuoleh pemegang 

IUP, MR, atau IUPK. u 

Berdasarkanupasaludiatas, menerangkanubahwa fungsiupengawasan 

terhadapukegiatan usahaupertabangan minerbauselaras denganusistem 

desentralisasiudan otonomiudaerah, dimanaudesentralisasiumerupakan 

pengotonomian, yakniuproses memberikanuotonomi kepada 

masyarakatu dalam wilayahutertentu. Perwujudanudesentralisasi 

seutuhnyaumasih tertuangudalam UUuNo. 4utahun 2009, namunusejak 

penetapan UU No. 23 tahun 2014 TentanguPemerintahan Daerah, 

urusanupemerintahan bidanguenergi danusumberdaya mineralutidak 

lagiumenjadi kewenanganupemerintah kabupaten/kota, melainkan 

berhentiupada tingkatupemerintahan provinsi, sebagaimanauditegaskan 

dalamupasal 14uayat (1) uUU No. u23 tahunu2014, yaitu 

“Penyelenggaraanuurusan pemerintahanubidang kehutanan, kelautan, 

sertauenergi danusumberdaya mineraludibagi antarauPemerintah Pusat 

danuDaerahuProvinsi”. 



23 

 

 

 

Tidakuberhenti disitu, berlanjut dengan adanya Undang-

UndanguNomoru3 Tahunu2020 tentanguPerubahan atasuUndang-

UndanguNomor 4uTahun 2009utentang PertambanganuMineral dan 

Batubarauyang justruusemakin menghilangkanueksistensi sistem 

desentralisasiudan otonomiudaerah terhadapupenguasaan minerba 

karenau penguasaan minerbau diselenggarakan seluruhnyau oleh 

pemerintahan pusat. Sehingga UU No. 4 tahun 2009  tidakusepenuhnya 

berlaku lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-

UndanguNomoru3 Tahunu2020 tentanguPerubahan atasuUndang-

UndanguNomor 4uTahun 2009utentang PertambanganuMineral dan 

Batubara: u 

(1) Mineraludan Batubarausebagai sumberudaya alamuyang tak 

terbarukanumerupakan kekayaanunasional dikuasaiuoleh negara 

untukusebesar-besarnya kesejahteraanurakyat. 

(2) PenguasaanuMineral dan Batubarauoleh nagarausebagaimana 

dimaksudupada ayatu(1) diselenggarakanuoleh PemerintahuPusat 

sesuaiudengan ketentuanuUndang-Undanguini. 

(3) Penguasaanusebagaimana dimaksudupada ayatu(2) dilaksanakan 

melaluiufungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, 

danupengawasan. 

Keberadaan Undang-UndanguNomor 3uTahun 2020 tentang Perubahan 

atasuUndang-UndanguNomor 4uTahun 2009utentang Pertambangan 

Mineraludan Batubarausemakin memperkuatukewenangan pemerintah 
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pusatu dalam kegiatanuusaha pertambanganudan lebihujauh 

mengintervensiukegiatan usahaudi wilayahuotonomiudaerah. 

 

2.4 Perizinan 

2.4.1 PengertianuIzin 

 Pengertianusecara umum, izin adalahusuatu persetujuanudari penguasa 

berdasarkanuundang-undang atauuperaturan pemerintahupada keadaan 

tertentuuyang dapatumenyimpang dariubeberapa ketentuanularangan 

perundang-undangan. Perizinanuadalah pemberianulegalitas kepada 

seseoranguatau pelakuuusaha atau kegiatanutertentu, baikudalamubentuk 

izin ataupun tandaudaftaruusaha. Izinuialah salahusatu instrumenuyang 

palingubanyak digunakanudalam hukum administrasi, untuk mengemudikan 

tingkah laku para masyarakat.
12

 Selainuitu izinujuga dapatudi artikan 

sebagaiudispensasi atauupelepasan pembebasanudari suatuularangan. 

Terdapatujuga pengertianuizin didalamukamus istilahuhukum bahwa 

izinudijelaskan sebagaiusuatu perkenaan/izinudari pemerintahuberdasarkan 

Undang-Undanguatau peraturanupemerintah yangudi syaratkanuuntuk 

perbuatanuyang padauumumnya memerlukanupengawasan khusus, tetapi 

padauumumnya tidaklahudianggap sebagaiuhal-hal yangusama sekaliutidak 

dikehendaki.
13

 Izinuyang diberikanuoleh pemerintahusangat berpengaruh 

terhadapukegiatan masyarakatudikarenakan izinutersebutumemperbolehkan 

seseoranguuntuk melakukanutindakan-tindakan tertentuuyang sebenarnya 

dilarang. Dalamukepentingan hukumumengharuskan adanyaupengawasan 

terhadaputindakan yangudilakukan. 

                                                 
12

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993) hal. 2. 
13

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta: UII Press, 2003) hal. 158 
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 Sistemuperizinan membentukusuatu tatananuagar padausetiap kegiatan 

yangudilakukan dapatudiatur sesuaiudengan Undang-Undangudimana setiap 

tindakanutidak dianggaputercela, namunudapat dilakukanupengawasan. 

Padauumumnya sistemuizin terdiriudari: 

1) Laranganu 

2) Kewajibanu 

3) Persetujuanuyang merupakanudasar pengecualianu(izin) 

4) Ketentuan-ketentuanuyang berhubunganudenganuizin. 

 Beberapaupenegertian izinuselain pengertianuyang telahudijelaskan pada 

pembahasanusebelumnya, menurutumarbun danumahfud, mendefinisikan 

izinuadalah apabilaupembuat peraturanusecara umumutidak melarangusuatu 

perbuatanuasal sajaudilakukan sesuaiudengan ketentuan-ketentuanuyang 

berlaku. Perbuatanuadministrasi negarauyang memperkenankanuperbuatan 

tersebutubersifatuizin.
14

  

 Izinusesuai yangudi paparkanuoleh prinsip pengertianuizin adalah 

biasanyaudikeluarkan sehubunganudengan suatuuperbuatan yanguada pada 

umunyauberbahaya, yaituusuatu perbuatanuyang padauhakekatnya terus 

dilarang, tetapiuhal yangudilarang menjadiuobyek dariuperbuatan tersebut 

dapatudilakukan asalusaja di bawahupengawasanuaparatur-aparatur 

perlengkapanuadministrasiunegara. 

 

2.4.2 FungsiuIzin 

 Ketentuanutentang perizinanumempunyai fungsiuyaitu sebagaiufungsi 

penertibudan fungsiupengatur. Sebagaiufungsi penertib, dimaksudkanuagar 

                                                 
14

 Marbun dan Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta: Liberty,1987) 

Hal. 27. 
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izinuatau setiapuizin atauutempat-tempatuusaha, bangunanudanubentuk 

kegiatanuusaha masyarakatulainnya tidakubertentanganusatu samaulain. 

Berkaitanudengan itu, makauketertiban dalamusetiap segiukehidupan 

masyarakatudapat terwujud. Sedangkanuizin sebagaiufungsi mengatur 

dimaksudkanuagar perizinanuyang adaudapat dilaksanakanusesuai dengan 

peruntukannya, sehinggau tidak terdapatupenyalahgunaan izinuyang 

diberikan, denganukata lainufungsi pengaturanuini dapatudisebut juga 

sebagaiufungsi yangudimiliki olehupemerintah.
15

 Izinujuga sebenarnya 

digunakanuoleh pemerintahuuntuk mempengaruhiumasyarakat untuk 

mengikutiucara yangudianjurkan agarumencapai suatuutujuan yang 

diharapkan. Sebagaiusuatuualat, izinuberfungsi sebagaiutitik instrumen 

untukumengarahkan tindakanuatau perbuatan, uperekayasa danuperancang 

masyarakatuadil danumakmur, selainuitu izinudapat dijadikanualat yang 

berfungsiumenertibkanumasyarakat. 

 

2.4.3 Tujuan Izin 

 Pemerintahumelalui izinuterlibat dalamukegiatan wargaunegara. Dalam 

haluini pemerintahumengarahkan warganyaumelalui instrumenuyuridis 

berupauizin. Izinudapat dimaksudkanuuntuk mencapaiuberbagai tujuan 

tertentu. Motif-motif untukumenggunakan sistemuizin dapatuberupa 

keinginanuuntuk mengarahkanu(mengendalikan/sturen) aktivitas-aktifitas 

tertentu, mencegah bahayaubagi lingkungan, keinginanumelindungi objek-

                                                 
15

 Andrian sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010) hal. 193 



27 

 

 

 

objekutertentu, hendakumembagi benda-bendauyang sedikit, dan 

mengarahkanudengan menyeleksiuorang-orang danuaktifitasnya.
16

 

 Perizinanusecara umumumemiliki tujuanuuntuk pengendalianusetiap 

aktivitasupemerintah diberbagaiuhal tertentuuyang dalamuketentuannya 

berupaupedoman-pedoman yanguharus dilaksanakanudengan baikuoleh 

pejabatuyang berwenanguataupun oranguyang berkepentingan. Tujuan 

perizinanujugaudapatudilihatudariuberbagaiusisi, yaitu: 

1. Sisiumasyarakat 

Dariusisi masyarakatutujuan pemberianuizin ituudisamping untuk 

timbulnyaukepastian hukumudan hak, jugauuntuk memudahkan 

mendapatkanufasilitas terkaitupelayanan perizinanuyang telah 

diselenggarakanuolehupemerintah. 

2. Sisiupemerintah 

Tujuanudari pemerintahudalam pemberianuizin adalahuuntuk 

melaksanakanuperaturan besertauketentuan-ketentuanuyang termuat 

dalamuperaturan tersebutusudah sesuaiudengan kenyataanuatau 

prakteknyauatau tidakusekaligus untukumengatur ketertibanudalam 

pelaksanaannya. Disampinguitu, perizinanudapat meingkatkanusumber 

pendapatanudaerah, denganuadanya permintaanupermohonanuperizinan, 

makausecara langsungupendapatan pemerintahuakan bertambah 

dikarenakanupermohonan harusumembayar retribusiuatas setiapuizin 

yanguakan dimiliki. Dalamutujuan menopangubeberapa pendapatan 

                                                 
16

 Y Sri pudyarmoko, perizinan problem dan upaya pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009) hal. 11 
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retribusi, sehinggaudapat memenuhiudan meningkatkanupembiayaan 

terhadapupembangunan. 

Paparanuyang mendasarumengenai tujuanuizin diatas, maka 

disimpulkanubahwa izinusebagai fungsiuyang digunakanuoleh 

pemerintahuberupa alatuuntuk mempengaruhiumasyarakat agar 

memenuhiusuatu carauyang dianjurkanudemi tercapainyausuatu tujuan 

konkrit. u 

 

2.5 Pemerintah  

2.5.1 Pengertian Pemerintah 

Pemerintah merupakan suatu pemimpin yang memegang kekuasaan pada 

suatu wilayah tertentu baik itu negara, provinsi, ataupun kabupaten kota 

yang harus melakukan prinsip pemerintahan yang baik sehingga memiliki 

wewenang untuk melakukan suatu tindakan dalam urusan pemerintahan. 

Pengertian pemerintah memiliki dua arti, yaituupengertian pemerintah 

dalamuarti luasudan pengertianupemerintah dalamuarti sempit, pengertian 

pemerintah dalam artiuluas adalahusegala aktifitasubadan-badan publik 

yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatifuuntuk 

mencapaiutujuanunegara, sedangkanupemerintah dalamuarti sempituadalah 

segalaukegiatan badan-badanupublik yanguhanya meliputiukekuasaan 

eksekutif.
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 C.f. Strong, Ilmu Pemerintahan, (London: Jackson Limited London, 2014) hlm. 10 
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2.5.2 Kewenangan Pemerintah 

Kataukewenangan berasaludari kataudasar wewenanguyang diartikan 

sebagaiuhal berwenang, hak, danukekuasaan yangudi punyaiuuntuk 

melakukanusesuatu. Kewenangan adalahukekuasaan formal, kekuasaan 

yang di berikan olehuUndang-Undang atauudari kekuasaanueksekutif 

administrasi. MenurutuAteng Syarifudin
18

, adauperbedaan 

antaraupengertian kewenanganudan wewenang, kewenanganu(authority 

gezag) adalahuapa yangudi sebutukekuasaan formal, kekuasaanuyang 

berasaludari kekuasaanuyang diuberikan olehuUndang-Undang, sedangkan 

wewenangu(competence bevoegheid) hanyaumengenai suatuubagian 

(onderdeel) tertentuusaja dariukewenangan. Di dalamukewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). 

Wewenangumerupakan lingkuputindakan hukumupublik, lingkup 

wewenangupemerintahan, tidakuhanya meliputiuwewenang membuat 

keputusanupemerintah (bestuur), tetapiumeliputi wewenangudalam rangka 

pelaksanaanutugas dan memberikanuwewenang sertaudistribusi wewenang 

utamanyauditetapkan dalamuperturan perundang-undangan. Secara yurudis, 

pengertianuwewenang adalahukemampuan yangudiberikan olehuperaturan 

perundang-undanganuuntuk menimbulkanuakibat-akibat hukum
19

. 

MenurutuIndroharto, bahwauwewenang diperolehusecara atribusi, 

delegasiudan mandat, kewenangan atribusiulazimnya digariskanumelalui 
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 Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan 

Bertanggung Jawab”, Jurnal Projustisia Edisi Iv, Universitas Parahyangan, Bandung,2000, Hlm. 
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 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, 

Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1994), Hlm. 65. 



30 

 

 

 

pembagianukekuasaan Negarauoleh Undang-Undang Dasar, kewenangan 

delegasiudan mandatuberasal dariupelimpahan suatuuwewenang. Pada 

kewenanganudelegasi, harusuditegaskan suatuupelimpahan wewenang 

kepadauorgan pemerintahanuyang lain. Pada mandat, tidakuterjadi 

pelimpahanuapapun dalamuarti pemberiuwewenang, akanutetapi yang 

diberiumandat bertindakuatas namaupemberi mandat. Dalamupemberian 

mandat, pejabatuyang diberiumandat menunjukupejabat lainuuntuk 

bertindakuatas namaumandator (pemberi mandat). 

a. SumberuAtribusi 

Sumberuatribusi yaituupemberian kewenanganupada badanuatau 

lembagaupejabat negarautertentu baikuoleh pembentukuUndang 

UndanguDasar MaupunuPembentuk UndanguUndang. Berdasarkan 

uraianutersebut, apabilauwewenang yangudiperoleh organupemerintah 

secarauatribusi ituubersifat asliuyang berasaludari peraturanuperundang 

undangan, yaituudari redaksiupasal pasalutertentu dalamuperaturan 

perundang-undangan
20

.u 

b. Sumberudelegasi 

Sumberudelegasi yaituupenyerahan atauupelimpahan kewenanganudari 

badanuatau lembagaupejabat tatauusaha negaraulain dengan 

konsekuensiutanggung jawabuberalih padaupenerimaudelegasi. Dalam 

haluini delegasiumengenai prosedurupelimpahannya berasaludari satu 

organupemerintah kepadauorgan pemerintahuyang lainnyaudengan 

peraturanuperundang-undangan, denganutanggung jawabudan tanggung 
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 Philiphus M.Hadjon,et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2014) hlm. 56 
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gugatuberalih keudelegataris. Pemberiudelegasi tidakudapat 

menggunakanuwewenang ituulagi, kecualiusetelah adaupencabutan 

denganuberpegang denganuasas “contrariusuactus”. Artinyausetiap 

perubahan, upencabutan suatuuperaturan pelaksanaanuperundang 

undangan, dilakukanuoleh pejabatuyang menetapkanuperaturan 

dimaksud, danudilakukan denganuperaturan yangusetaraf atauuyang 

lebihutinggi. 

c. Sumberumandat 

Sumberumandat yaituupelimpahan kewenanganudan tanggungujawab 

masihudipegang olehusi pemberiumandat. Dalamuhal mandat, prosedur 

pelimpahanudalam rangkauhubungan atasanubawahan yangubersifat 

rutin. Adapunutanggung jawabudan tanggungugugat tetapupada 

pemberiumandat. Setiapusaat pemberiumandat dapatumenggunakan 

sendiriuwewenanguyangudilimpahkanuitu. 

 

2.5.3 Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan suatu aturan hukum yang mencakup 

wilayahnya sendiri di mana pemerintah harus melaksanakan tugasudan 

wewenangusesuai denganuperaturan pemerintahuuntuk mengaturudan 

mengurususendiri urusanupemerintahan demiukepentingan masyarakat. 

MenurutuPasal 1uangka (6) UU No. 23 Tahunu2014 menyatakanubahwa 

otonomiudaerah adalahuhak, wewenang, danukewajiban daerahuotonom 

untukumengatur danumengurus sendiriuurusan pemerintahanudan 

kepentinganumasyarakat setempatudalam sistemuNegara Kesatuan 

RepublikuIndonesia. Daerahuotonom yanguselanjutnya disebutudaerah 
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adalahukesatuan masyarakatuhukum yangumempunyai batas-batasuwilayah 

yanguberwenang mengaturudan mengurusuurusan pemerintahanudan 

kepentinganumasyarakat setempatumenurut prakarsausendiriuberdasarkan 

aspirasiumasyarakatudalamusistem NegarauKesatuanuRepublikuIndonesia. 

Pengertian otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah 

untuk mengaturudan mengurusurumah tangganyausendiri dalamuikatan 

NegarauKesatuan RepublikuIndonesia, sesuaiudengan peraturan perundang-

undanganuyanguberlaku, dan daerah dibentukuatas dasar desentralisasi.
21

 

Tujuan pelaksanaanuotonomi daerahudimaksudkan untukumewujudkan 

pengelolaanusumber dayaualam secarauefektif sertaumemberikan 

kesempatanubagi masyarakatudaerah untukuberpartisipasi didalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Denganuditerapkannya otonomi 

daerah, diharapkanukualitas danudaya saingudaerah otonomusemakin 

meningkatudan jugaudapat berdampakupada kemajuanudan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalamuperwujudan daerahuotonom, terdapatutiga asasuutama yang 

menjadiupedoman pelaksanaanuotonomiudaerah. Asas-asasutersebut 

sebagai berikut: 

1. Asasudesentralisasi memilikiuarti penyerahanuwewenang dari 

pemerintahupusat kepadaupemerintah daerahuotonom untuk 

melaksanakanupemerintahan secaraumandiri danubertanggung jawab 

sesuaiuperundang-undangan yanguberlaku di wilayahuNegara Kesatuan 

RepublikuIndonesia. 
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 C.S.T Kansil dan Christine, Pemerintahan Daerah Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 
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2. Asasudekonsentrasi yaituupenyerahan wewenanguyang dilakukanuoleh 

pemerintahupusat kepadaugubernur atauualat-alat kelengkapan 

pemerintahupusat diudaerah lainnyauyang bertindakusebagai 

perpanjanganutangan pemerintahupusat. 

3. Asasutugas pembantuanumerupakan pemberianutugas dariupemerintah 

daerahuatau pemerintahukabupaten/kota kepadaudesa yangudiberi 

amanatuuntuk melaksanakanusebagian tugasutertentu. 

 

2.6 Pencemaran Lingkungan Hidup 

2.6.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pencemaranuadalah perubahanuyang takudikehendaki dariulingkungan 

yangusebagian besaruakibat dariukegiatan manusiau(Darmono, 1995). 

Perubahanuekosistem atauuhabitat dapatuberupa perubahanufisik, kimia, 

atauuperilaku biologisuyang akanumengganggu kehidupanumanusia, 

spesies, biota bermanfaat, proses- prosesuindustri, kondisiukehidupan, dan 

asetukultural. Selainuitu perubahanuekosistem akibatukegiatan manusia 

yangumerusak atauumenghamburkan secarausia-sia sumberdayauyang ada 

diualam (Palar,1994). Pencemaranulingkungan hidupumenurutuundang-

undanguNo.23 tahunu1997, yaituumasuknya atauudimasukkannyaumakhluk 

hidup, zat energi, dan atauukomponenulainuke dalam lingkunganuhidup 

olehukegiatan manusiausehingga kualitasulingkungan menurunusampai 

tingkatutertentu yangumenyebabkan lingkunganuhidup tidakudapat 

berfungsiusesuai denganuperuntukannyau(Anonim, 1997). Sumber 

pencemaranuadalah setiapukegiatan yangumembuang bahanupencemar. 

Bahanupencemar tersebutudapat berbentukupadat, cair, gas atauupartikel 
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tersuspensiudalam kadarutertentu keudalam lingkungan, baikumelalui 

udara, airumaupun daratanupada akhirnyauakan sampaiupada manusia. 

Daurupencemaran lingkunganuakan memudahkanudi dalamumelakukan 

penelitianudan pengambilanucontoh lingkunganuserta analisisucontoh 

lingkunga (Wardhana, 2001). 

 

2.6.2 PeranuPemerintah danuPemerintah DaerahuDalam Melakukan 

KebijakanuPengendalian danuPengelolaan PencemaranuLingkungan 

HidupuAkibat Pertambangan 

 

Kekuasaanunegara yanguluas terhadapubumi, air, udara danusegala 

yanguterkandung diudalamnya sesuaiudengan asasukonstitusional, tentu 

pulaumerefleksikan adanyautanggung jawabuyang sangatubesar pula. 

Lingkunganuhidupuadalahusalah satuubidang yanguharus diuperhatikan 

olehunegara, karenauadanya asasutanggung jawabunegara, makaunegara 

akanumelakukan beberapauhal diubidang perlindunganudan pengelolaan 

lingkunganuhidup, yaitu “negaraumenjamin pemanfaatanusumber daya 

alamuakan memberikanumanfaat sebesar-besarnyaubagi kesejahteraanudan 

mutuuhidup rakyat, baikugenerasi masaukini maupunugenerasiumasa 

depan. Negaraudalam menjalankanutugasnya yakniupengelolaan dan 

perlindunganulingkungan hidup, dibantuuoleh pemerintahudaerah, dimana 

tanggungujawab atasupengelolaan tersebutudilaksanakan diudaerahnya 

masing-masing. u 

Pemanfaatanusumber dayau alam secarau berlebihan tanpa 

memperhatikanuaspek pelestariannyaudapat meningkatkanutekanan 

terhadapukualitas sungaiuyang padauakhirnya akanumengancam kebutuhan 

airupenduduk sekitar. Olehukarena itu, peranupemerintah dalam 
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memberikanukebijakan tentanguperaturan pengelolaanusumber dayaualam 

menjadiuhal yangupenting sebagaiulangkah menjagausumber dayaualam 

yanguberkelanjutan. Kebijakanuyang dibuatuoleh pemerintahutidak hanya 

ditetapkanuuntuk dilaksanakanuoleh masyarakatutanpa pengawasanulebih 

lanjutudari pemerintah. MenurutuUndang-Undang Nomoru23 Tahunu20014 

tentanu Pemerintah Daerah, dalamuurusan pemerintahudaerah 

apabilausudah meliputiubatas keduaukabupaten/kota makaupemerintah 

provinsiuikut berperanudalam haluini. Contohnya apabila pencemaran 

lingkungan akibat tambang emas terjadi pada aliran sungai way umpu yang 

mengalir hingga melewati batas Kabupaten Way Kanan yang kemudian 

mencemari aliran sungai way abung lampung utara, makaupemerintah 

provinsi ikutuberperan sertaudalam penanggulanganupencemaran ini. 

Lingkunganuhidup merupakanusalah satuusumber dayaualam yang 

memilikiuperan yangusangat pentinguatas kelangsunganuhidupumanusia. 

Adapunuperan sertaumanusia dalamupengelolaan lingkunganuhidup 

adalah:
22

 

1. Memberiuinformasi kepadaupemerintah; 

2. Meningkatkanukesediaan masyarakatuuntuk menerimaukeputusan; 

3. Membantuuperlindunganuhukum; 

4. Mendemokratisasikanupengambilanukeputusan; 

5. Wewenangupengelolaan lingkunganuhidup. 

Dalam Undang-Undang Perlindunganudan PengelolaanuLingkungan 

Hidupumenyatakan tugasudan wewenangupemerintah danupemerintah 
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daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

bertugas dan berwenang:
23

  

1) Dalamuperlindungan danupengelolaan lingkunganuhidup, Pemerintah 

bertugasudanuberwenang : 

a) Menetapkanukebijakanunasional; 

b) Menetapkanunorma, standar, prosedur, danukriteria; 

c) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuRPPLH 

nasional; u 

d) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuKLHS; 

e) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuamdal danu 

UKL-UPL; u 

f) Menyelenggarakanuinventarisasir sumberudaya alamunasional 

danuemisi gasurumahukaca; 

g) Mengembangkanustandar kerjausama; 

h) Mengoordinasikanudan melaksanakanupengendalianupencemaran 

dan/atauukerusakan lingkunganuhidup; 

i) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiusumber 

dayaualam hayatiudan nonhayati, keanekaragamanuhayati, sumber 

dayaugenetik, danukeamanan hayatiuproduk rekayasaugenetik; 

j) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenai pengendalian 

dampakuperubahan iklimudan perlindunganulapisanuozon; 

k) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiub3, limbah, 

usertaulimbahub3; 
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 Pasal 63 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 
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l) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenai perlindungan 

lingkunganulaut; 

m) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiupencemaran 

dan/atauukerusakan lingkunganuhidup lintasubatas negara; 

n) Melakukanupembinaan danupengawasan terhadapupelaksanaan 

kebijakanunasional, peraturanudaerah, danuperaturan kepala 

daerah; u 

o) Melakukanupembinaan danupengawasan ketaatanupenanggung 

jawabuusaha dan/atauukegiatan terhadapuketentuan perizinan 

lingkunganudanuperaturanuperundangundangan; 

p) Mengembangkanudan menerapkanuinstrumen lingkunganuhidup; 

q) Mengoordinasikanu danu memfasilitasu kerja samaudan 

penyelesaianuperselisihanu antardaerahu sertau penyelesaian 

sengketa; u 

r) Mengembangkanudan melaksanakan ukebijakanupengelolaan 

pengaduanumasyarakat; 

s) Menetapkanustandar pelayananuminimal; 

t) Menetapkanukebijakan mengenaiutata cara pengakuanukeberadaan 

masyarakatuhukum adat, kearifanulokal, danuhak masyarakat 

hukumuadat yanguterkait denganuperlindungan danupengelolaan 

lingkunganuhidup; 

u) Mengelolauinformasi lingkunganuhidup nasional; u 

v) Mengoordinasikan, mengembangkan, danumenyosialisasikan 

pemanfaatanuteknologi ramahulingkunganuhidup; 
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w) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

x) Mengembangkanusarana danustandar laboratoriumulingkungan 

hidup; u 

y) Menerbitkanuizinulingkungan; 

z) Menetapkanuwilayah ekoregion; dan umelakukan penegakan 

hukumulingkunganuhidup. 

2) Dalamuperlindungan danupengelolaan lingkunganuhidup, pemerintah 

provinsiubertugas danuberwenang: 

a) Menetapkanukebijakan tingkatuprovinsi; 

b) Menetapkanudan melaksanakanuKLHS tingkatuprovinsi; 

c) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuRPPLH 

provinsi; u 

d) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuamdal dan 

UKL-UPL; u 

e) Menyelenggarakanuinventarisasi sumberudaya alamudan emisi 

gasurumah kacaupada tingkatuprovinsi; 

f)  mengembangkanudan melaksanakanukerja samaudanukemitraan; 

g) Mengoordinasikanudan melaksanakanupengendalianupencemaran 

dan/atauukerusakan lingkunganuhidup lintasukabupaten/kota; 

h) Melakukanupembinaan danupengawasan terhadapupelaksanaan 

kebijakan, peraturanudaerah, dan peraturanukepala daerah 

kabupaten/kotau 

i) Melakukanupembinaan danupengawasan ketaatanupenanggung 

jawabuusaha dan/atauukegiatan terhadapuketentuanuperizinan 
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lingkunganudan peraturanu perundang-undanganudiu bidang 

perlindunganudanupengelolaanulingkungan hidup; 

j) Mengembangkanudan menerapkanuinstrumen lingkunganuhidup; 

k) Mengoordinasikanudan memfasilitasiukerja sama dan penyelesaian 

perselisihanuantaru kabupaten/antarkotau sertaupenyelesaian 

sengketa; u 

l) Melakukanupembinaan, bantuanuteknis, danupengawasanukepada 

kabupaten/kotaudi bidanguprogram danukegiatan; 

m) Melaksanakanustandar pelayananuminimal; 

n) Menetapkanukebijakan mengenaiutata caraupengakuan keberadaan 

masyarakatuhukum adat, kearifan lokal, danuhak masyarakat 

hukumuadat yanguterkait denganuperlindungan danupengelolaan 

lingkunganuhidup padautingkatuprovinsi; 

o) Mengelolauinformasi lingkunganuhidup tingkatuprovinsi; 

p) Mengembangkanudan menyosialisasikanupemanfaatan teknologi 

ramahulingkunganuhidup; 

q) Memberikanu pendidikan,  pelatihan, u pembinaan, u dan 

penghargaan; u 

r) Menerbitkanu izinu lingkunganu padau tingkatu provinsi; u dan 

s) Melakukanupenegakanuhukumulingkunganuhidupu padautingkat 

provinsi. u 

3) Dalamuperlindungan danupengelolaan lingkunganuhidup, pemerintah 

kabupaten/kotaubertugas danuberwenang: 

a) Menetapkanukebijakan tingkatukabupaten/kota; 
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b) Menetapkanudan melaksanakanuKLHS tingkatukabupaten/kota; 

c) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuRPPLH 

kabupaten/kota; u 

d) Menetapkanudan melaksanakanukebijakan mengenaiuamdal danu 

UKL-UPL; u 

e) Menyelenggarakanuinventarisasi sumberudaya alamudan emisi 

gasurumah kacaupada tingkatukabupaten/kota; u 

f) Mengembangkanudan melaksanakanukerja sama danukemitraan; 

g) Mengembangkanudan menerapkanuinstrumen lingkunganuhidup; 

h)  memfasilitasiupenyelesaianusengketa; 

i) Melakukanupembinaan danupengawasan ketaatanupenanggung 

jawabuusaha dan/atauukegiatan terhadapuketentuanuperizinan 

lingkunganudan peraturanuperundangundangan; 

j) Melaksanakanustandar pelayananuminimal; 

k) Melaksanakanukebijakan mengenaiutata caraupengakuan 

keberadaanumasyarakat hukumuadat, kearifanulokal, danuhak 

masyarakatuhukum adatuyang terkaitudengan perlindunganudan 

pengelolaanulingkungan hidupupada tingkatukabupaten/kota; 

l) Mengelolauinformasi lingkunganuhidup tingkatukabupaten/kota; 

m) Mengembangkanudan melaksanakanukebijakan sistemuinformasi 

lingkunganuhidup tingkatukabupaten/kota; 

n) Memberikanu pendidikan, upelatihan, upembinaan, udan 

penghargaan; u 
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o) Menerbitkanuizin  lingkunganupada tingkatukabupaten/kota; 

udan 

p) Melakukanupenegakan hukumulingkungan hidupupada tingkat 

kabupaten/kota. u 

 

2.6.3 Upaya Hukum Lingkugan Administratif 

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam lingkup administratif 

merupakan hal penting dalam kelangsungan pertambangan yang di kelola 

oleh masyarakat. Penambang emas harus memiliki izin dalam melakukan 

tindakan pengelolaan sumber daya alam yang mana izin tersebut mencakup 

analisis mengenai dampak lingkungan yang harus diterapkan oleh 

penambang emas. Sehingga pengelolaan pertambangan emas tidak akan 

mencemari bahkan merusak lingkungan hidup yang akan mengakibatkan 

kerugian bagi manusia dan lingkungan sekitar. 

Penegakanuhukum lingkunganuadministratif bertujuanuagar perbuatan 

atauupengabaian yangumelanggar hukumutidak memenuhiupersyaratan, 

berhentiudan mengembalikan keadaanuseperti semulau(sebelumuadanya 

pelanggaran). Hukumuadministrasi lebihumenekankan padauperbuatan, 

berbedaudengan hukumupidana yangulebih menekankanupada subyek 

hukumudari pencemaran sungai akibat penambangan emas yang terjadi. 

Disampingumemberi ganjaranuatau gantiukerugian (retribution), jugau 

merupakanunestapa bagiupembuat danuuntuk memberi kepuasan bagi 

korbanuindividual maupunukolektif. 

Undang-UndanguNomor 32utahun 2009utentang perlindunganudan 

pengelolaanuLingkungan hidupu(UUPPLH) menyatakan bahwa : menteri, 
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gubernur, bupati/walikotaumenerapkan sanksiuadministratif kepada 

penanggungujawab usahaudan/atau kegiatanujika dalamupengawasan 

ditemukanupelanggaran izinulingkungan bahkan tidak memiliki izin 

lingkungan. Sanksi administratif dalam Undang-UndanguPerlindungan dan 

PengelolaanuLingkungan Hidupumeliputi
24

: 

a. Teguranutertulis; 

b. Pelaksanaanupemerintah; 

c. Pembekuam izinulingkungan; atau 

d. Pencabutanuizinulingkungan. 

 

Sanksiuadministratif menurut undang-undang minerba menyatakan
25

 : 

a. Peringatanutertulis 

b. Penghentianusementara sebagianuatau seluruhukegiatan eksplorasiu 

atau operasiuproduksi; dan/atauu 

c. PencabutanuIzin UsahauPertambangan, izinupemanfaatan ruangudan 

izinuusaha pertambanganuKhusus. 

Jadi, padaudasarnya pengenaanusanksi administratifudi dalam 

UUPPLH dan UUuminerba adalahusama hanyaudalam UUPPLH 

menambahkanuaspek paksaanupemerintah yanguberupa: 

a. Penghentianusementara kegiatanupertambangan 

b. Pemindahanusaranaupertambangan 

c. Penutupanusaluran pembuanganuair limbahuatau emisi 

d. Pembongkaranu 

e. Penyitaanubarang-barangupertambangan 

                                                 
24

 Pasal 76 ayat 2 uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
25

 Pasal 151 ayat 2 uu no 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara 
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f. Penghentianusementara kegiatanupertambangan 

g. Tindakanulain yanguberfungsi memulihkanufungsi lingkungan hidup.  
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BABuIII 

METODEuPENELITIAN 

 

3.1 Metode penelitianu 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum, dimana metode penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda. 

Penelitianuhukum adalahusuatu penelitianuyang mempunyaiuobjekuhukum, 

baikuhukum sebagaiusuatu ilmuuatauuaturan-aturanuyang sifatnya 

dogmatisumaupun hukumuyang berkaitanudengan perilakuukehidupan 

masyarakat. Padaudasarnya merupakanusuatu kegiatanuilmiah yang 

didasarkanu padaumetode, sistematikau danupemikiranutertentu, uyang 

bertujuanuuntuk mempelajariusatu atau beberapaugejala hukumutertentu 

denganumenganalisisnya. Kecualiudari padauitu, makaujuga diadakan 

pemeriksaanuyang mendalamuterhadap faktauhukum tersebutuuntuk 

kemudianu mengusahakanu suatuu pemecahanu atasupermasalahan-

permasalahanuyang timbuluakibat dariugejala yangubersangkutan.
26

 

Secaraukhusus menurutujenis, sifatudan tujuanusuatu penelitan hukum 

dibedakanumenajdi 2 (dua) yaituupenelitian hukumunormatif dan penelitian 

hukumuempiris.
27

 Metode penelitianuhukum normatifuterdiri dari penelitian 

terhadapuasas-asas hukum, penelitianusejarah hukumudanupenelitian 
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 Pieter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta,Kencana:2005) Hlm. 50-51 
27

 Suratman Dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cet. 3 (Bandung : Alfabeta, 2015) Hlm 

51 
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perbandingan hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris juga 

harus meninjau dan melihat nilai-nilaiuyang hidupudi masyarakatudengan 

peraturanuperundang-undangan yanguberlaku. 

Dalamumelaksanakan penelitianuini, peneliti menggunakanumetode 

penelitian yang berupaumetode penelitian hukumuempiris. Dimana metode 

penelitianuhukum empirisumerupakan penelitianuyang meninjauulangsung 

keadaan lingkunganuyang akanuditeliti bedasarkan nilai-nilaiuyang hidup 

dimasyarakatuserta bagaimanauperaturan perundang-undanganuberlaku 

dimasyarakat. 

 

3.1.1 Jenisupenelitian 

Jenis penelitianuyang akan diterapkan dalam penilitian ini uadalah 

metodeupenelitian hukumuempiris. Penelitianuhukum empirisuini dilakukan 

denganucara melakukanutinjauan secaraulangsung ke DinasuEnergi dan 

SumberuDaya MineraluProvinsi Lampung. 

 

3.1.2 Jenis data 

Peneliti menggunakan jenisudata berupa datauprimer. Penggunaan jenis 

datauprimer ini merupakanupenelitian empiris dimana dalam hal ini tidak 

hanya terbatas dalan empiris namun juga dengan data sekunder dan tersier 

sebagai pelengkap data yang akan di tulis oleh peneliti.  

Penelitianuhukum empirisumerupakan penelitian yangulangsung 

meninjauuke tempatupenelitian datauprimer berada. Datauprimeruyang akan 

di gunakan adalah datauhasil wawancaraudengan aparatur dinas lingkungan 

hidup way kanan yang terkait dengan koordinasi Pemerintah daerah dalam 
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pengawasan pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. 

Kemudian data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya aturan yang 

terapkan kepada penambang emas illegal yang akan dibedakanumenjadi 

bahanuhukum primer, bahan hukumusekunder, dan bahanuhukum tersier.  

Adapun bahanuhukum primer, bahan hukumusekunder, danubahan 

hukum tersieruadalah sebagai berikut 

1. Bahanuhukumuprimer 

MenurutuPieter Mahmudumarzuki, bahanuhukum perimeruadalah 

bahan hukum yang bersifatuautoritatif yanguartinya mempunyai 

otoritas. Dalamuhal ini, bahanuhukum primer tediri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatanuresmi, atau risalahudalam 

pembuatanu peraturanu perundang-undangan danuputusan-putusan 

hakim. Peneliti menggunakan bahan huku primer sebagai berikut : 

1) Pasalu 33 ayatu (3) Undang-Undangu Dasaru 1945, 

2) Undang-undangunomor 23utahun 2014utentangupemerintahan 

daerahu 

3) Undang-UndanguNomor 3uTahun 2020utentang Perubahanuatas 

Undang-UndanguNomor 4uTahun 2009utentang Pertambangan 

Mineraludan Batubarau 

2. Bahanuhukumusekunder 

Bahanuhukum sekunderumerupakan bahanuhukum yangudapat 

membantuu menganalisisudanumemahamiu bahanu hukum primer. 

Bahanuhukum sekunderujuga dapatudiartikan sebagaiupublikasi 

tentanguhukum yangubukan merupakanudokumen-dokumenuresmi. 
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Adapunumacam-macam dariubahan hukumusekunder adalahuberupa 

buku-bukuuteks, kamus-kamusuhukum, jurnal-jurnaluhukum, dan 

komentar-komentaruatasuputusanupengadilan. 

3. Bahanuhukum tersieru 

Bahanuhukum tersieruadalah bahanuhukum yangumerupakan 

pelengkapuyang sifatnyaumemberikan petunjukuatau penjelasan 

tambahanuterhadap bahanuhukum primerudanusekunder. Bahan hukum 

tersieruyang terdapatudalam penelitianumisalnya kamusuhukum dan 

kamusubesar bahasauIndonesia. 

 

3.1.3 Pendekatanudalamupenelitian 

MenurutuPieter Mahmudumarzuki, terdapatu5 (lima) pendekatanuyang 

dapatudigunakan dalamupenelitian hukum, yaitu :
28

 

1. Pendekatanukasus (case approach); 

2. Pendekatanuperundang-undangan (statute approach); 

3. Pendekatanuhistoris (historical approach); 

4. Pendekatanuperbandingan (comparative approach); 

5. Pedekatanukonseptual (conceptual approach). 

Pendekatanuyang digunkanudalam penelitianuhukum iniuadalah  

statute approach (pendekatanuperundang-undangan) danuhistorical 

approach (pendekatanuhistori). Pendekatan perundang-undnagan adalah 

pendekatanuyang dilakukan denganucara menganalisauaturan danuregulasi 

yanguberkaitan denganuisuuhukum pertambangan emas illegal yang 

mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pendekatanuhistori 

                                                 
28
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adalahupendekatanuyang dilaksanakanudengan mengkajiulatar belakang 

suatu permasalahan udengan apau yang dipelajariuserta 

perkembanganupengaturan tekaituisu yanguterjadi diumasyarakat. 

 

3.2 Teknikupengumpulanudata 

Teknik pengumpulan data dalamupenelitian iniuakan dilaksanakan 

dengan cara pengumpulanudata sebagaiupenunjang upenelitian. Adapun 

teknikupengumpulan datauyang peneliti laksanakanuadalah sebagai berikut : 

 

3.2.1 Wawancarau 

Wawancarauatau interviewuadalah teknikupercakapan yangudigunakan 

untukumemperoleh datauatau informasi. Dariuhasil wawancarauakan 

diperolehudata kualitatif. Datauini diperolehudengan narasumberuaparatur 

dinas Pertambangan Lampung. 

Adapun teknih wawancarauyang akanupeneliti gunakanuadalah teknik 

wawancarautidakuterstruktur denganuartian bahwauwawancara akan 

dilakukanuoleh penelitiudengan hanyaumenentukan topikupermaslahan dan 

intiupertanyaan, sehinggauselanjutnya penelitiuakan mengikutiualur 

wawancaraudengan narasumberutersebut. Haluini penelitiugunakan dengan 

pertimbanganuagar dapatumenggali informasiulebih dalamumengenai data 

yanguakan diubutuhkan. 

 

3.2.2 Studiukepustakaan 

Studi kepustakaan yang peneliti gunakan dalam memperoleh data yaitu 

berasaludari buku-buku, peraturanuperundang-undangan yangusehubungan 

denganupermasalahan. 
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3.3 Metodeuanalisisudata 

Analisisumerupakan penjelasanudari semuaubahan-bahanumaupun 

data-data yangusudah dikumpulkanudan dijelaskanusebelumnya secara 

sistematis. Penjelasanutersebut diuraikanusecara logisumenurut pemikiran 

dariupeneliti. Terdapatubeberapa jenisuteknik analisisudata, tetapiudalam 

penelitianuini penelitiumenggunakan teknikuanalisis datausecara kualitatif. 

Teknikuanalisis datausecara kualitatifuyaitu metodeuanalisis dataudengan 

caraumengelompokkan danumenyeleksi datauyangudiperolehudari 

penelitianulapangan menurutukualitas danukebenarannyaukemudian 

disusunusecara sistematis, yanguselanjutnya dikajiudengan metodeuberfikir 

secaraudeduktif dihubungkanudengan teori-teoriudari studiukepustakaan 

(data sekunder), kemudianudibuat kesimpulanuyang bergunauuntuk 

menjawaburumusan masalahupenelitianuini.
29

 

Selanjutnya mengenai metode analisis data yang menjadi acuan peneliti 

yaitu metode analisis deskriptifukualitatif. Penggunaanumetode analisis 

deskriptifusehingga dalam melaksanakan pengolahanuterhadap datauprimer 

maupunudata sekunderukemudian menjelaskanudata-data hasilupenelitian 

merujukukepada aturan-aturanuhukum yang berlakuudi Negara Republik 

Indonesia denganumemperhatikan permasalahanuyang akan dimuatudalam 

bentukudeskriptif. 

Kemudian kualitatif adalah pengolahan datauyang telahudidapatkan 

dengan memprioritaskanudatauyang mempunyai nilaiukualitas lebihubaik 

danumampuudipertanggungjawabkan. Haluini memperhatikan beberapa 

                                                 
29

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(cet I, Bandung: PT Citra Aditya 
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data hasil penelitian yang peneliti gunakan, namun hal tersebut tetap melihat 

pada kualitas dan keabsahan yangupeneliti gunakan. 

Adapunudalamupelaksanaannya, dalamumembuat data kualitasudalam 

bentukudeskriptif selanjutnyauakan diberikanudata penyajianusecara 

dedukatifuyang berartiumenggambarkan fenomenauyang umumuhingga 

akhirnyauakan mengecilumenjadi suatuuhal yangukhusus. 
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BABuV 

uPENUTUPu 

 

5.1 Kesimpulanu 

Berdasarkanuhasil penelitianuyang peneliti teliti, maka dapatuditarik 

kesimpulanusebagaiuberikut: 

1. Koordinasi antaraupemerintah daerahuprovinsi dengan pemerintah 

daerahuKabupaten Way Kanan dalam mengawasi pengelolaan tambang 

emas ilegal diuKabupaten WayuKanan belum dilaksanakan dengan 

baikukarena hingga saat ini hanya pihak Aparat Penegak Hukum 

(Kepolisian) saja yang bertindak nyata dalam menangani kasus usaha 

pertambangan emas ilegal ini. Kemudian aktivitas penambangan emas 

ilegal juga hingga saat ini masih terus berlangsung dan terus membuang 

limbahnya ke sungai. 

2. Implikasi dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap 

lingkungan hidup akibat usaha pertambangan emas ilegal di Kabupaten 

Way Kanan ini berdampak pada masih terus berlangsungnya kegitan 

penambangan emas ilegal hingga saat ini. Banyaknya kerusakan yang 

terjadi akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah juga 

berdampak pada rusaknya bumi Way Kanan yang menjadikan 

banyaknya galian-galian raksasa yang tidak memiliki pembatas, lubang 
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berupa sumur bekas galian tambang, dan indikasi pencemaran air 

sungai yang terlihat begitu keruh dan kuning. Lemahnya pengawasan 

yang dilakukanuoleh instansiuyang bertanggungujawab yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup menjadikan tidak adanya penegakan hukum yang 

pasti. 

 

5.2 Saranu 

Berdasarkan dari hasilupenelitian yangudilakukan, peneliti hendak 

memberikan saranuyang semoga berguna bagi para pihak terkait berkaitan 

dengan upaya pengendalianukerusakan lingkunganuakibat usaha 

pertambanganuemas ilegaludi KabupatenuWay Kanan: 

1. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan 

Dikembalikannya fungsi kewenanganudari pemerintahupusatuke 

pemerintahudaerahuagar dapat mengawasi secara langsung lokasi 

tempat kejadian aktifitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way 

Kanan untuk memperkuat tujuan otonomi daerah. Pemerintah 

hendaknya menyediakan anggaran khusus yang ditujukan untuk 

merehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan 

agar segera di perbaiki dampak keruskan yang di akibatkan oleh 

pertambangan emas ilegal. Adanya tugas pembatuan yang seharusnya 

diberikan oleh pusat ke Pemerindah daerahuProvinsi maupun 

Pemerintahudaerah kabupaten/kota sehingga tanggung jawab dapat di 

emban oleh pemerintah yang diberikan oleh tugas pembantuan tersebut. 
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2. Oknum Penambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan 

Untuk oknum penambang emas ilegal seharusnya mengurus izin untuk 

berusaha pertambangan emas agar dapat diawasi secara legal oleh 

instansi yang bertanggungjawab serta tidak merusak alam.  
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